
Walt NAGARI SAMBUNGO
KABupATEN prslslR SELATAN

PERATURA)I WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 02 TAHUH 2020

TENTANG
PBHETAPAN KELUARGA PERERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG

TUNAI DANA DESA AKIBAT I)AMPAK PANDBMI CORONA VIRUS DISEASE
2019

DENGAN RAHmT TullAN yANG ntAHA ESA
WAII NAGARI SAMBUREO,

Menimbang             :  a.    bahwa  sesuai  ketentuan  Penjelasan  Pasal  2  Ayat  (1)
huruf  i  (4)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang   Nomor   1   Tahun   2020   tentang   Kebijakan
Keuangan   Negara   dan   Stabilitas   Sistem   Keuangan
untuk   Penanganan   Pandemi   Corona   Virus   Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau   Stabilitas   Sistem   Keuangan,   Dana   Desa
dapat   digunakan   untuk   bantuan   langsung   tunal
kepada   penduduk   miskin    di   desa   dan    kegiatan
penanganan  pandemic  Corona  Vlms  "scase  (COVID-
19);

b.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wall   Nagari   tentang   Penetapan   Keluarga   Penerima
Manfaat  Bantuan  I.angsung  Tunai  Dana  Desa  Ahibat
Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat                :   1.  Undang-Undang    Nomor     12    Tahun    2011     tentang
Pembentukan         Peraturan         Perundang-undangan
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor   28,   Tambahan   Ifmbaran   Negara   Republik
Indonesia   Nomor   2543)   sebagaimana   telah   diubah
dengan Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;



2.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor    7,    Tambahan    I.embaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5495) ;

3.   Peraturan     Pemerintah     Pengganti     Undang-Undang
Nomor   1   Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan
Negara    dan    Stabilitas    Sistem    Keuangan    untuk
Penanganan Pandemi Coronc. VI"s Disecrse 20J 9 (Covid
-19)   dan/atau  Dalam  Rangka  Menchadapi  Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;

4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun  2014  tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang   Undang   Nomor   6
tahun  2014 tentang Desa  (I.embaran  Negara Republik
Indonesia    Tahun     2014     Nomor    213,     Tambahan
Ilembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5539)
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2019
tentang    Perubahan    Kedua    Peraturan    Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturari Pelaksanaan
Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019
Nomor   41,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6321);

5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2014  tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan    Belanja    Negara    (I.embaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun     2014     Nomor     168,     Tambahan
I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5558)
sebagaimana     telah      diubah     dengan      Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor  60   Tahun   2014
tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Negara   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

6.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
Nomor    111    Taliun   2014   tentang   Pedoman   Teknis
Peraturan  Di  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091 ;



7.   Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Desa   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8.   Peraturan     Menteri     Desa     Pembangunan     Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi   Nomor   11   Tahun  2019
tentang Prioritas Penggunaan  Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor
1012)   sebagainana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Menteri   Desa   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan   Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor   11   Tahun  2019
tentang Prioritas Penggunaan  Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
367);

9.   Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  40/PMK.70/2020
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor  205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana
Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor 384) ;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ..  Tahun 2020
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Bupati   Pesisir
Selatan   Nomor  41   Tahun   2019  Tentang  Tata  Cara
Pembagian  dan  Penetapan  Alokasi  Dana  Nagari  yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak  dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Bupati   Pesisir
Selatan   Nomor  42   tahun   2019   Tentang  Tata  Cara
Pembarian     dan     Penetapan     Dana     Nagari    Yang
Bersumber   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Nagara Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Bupati   Pesisir
Selatan   Nomor  43   Tahun   2019  Tentang  Tata  Cara
PembaSan  dan  Penetapan  Alokasi  Dana  Nagari  yang
bersumber   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan   Nagari   Sambungo   Nomor   2   Tahun   2020
Tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Nagari
Sambungo  Tahun  Anggaran  2020  (Ifmbaran  Nagari
Simulasi Tahun 2020 Nomor 2).



Memperhatikan      :  1.   Surat   Edaran   Menteri   Desa   Pembangunan   Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
8  Tahun  2020  tanggal  24  Maret  2020  tentang  Desa
Tanggap  Covid-19  dan  Penegasan  Padat  Karya  Tunai
Desa;

2.   Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor   440/2703/SJ   tanggal   2   April   2020   perihal
Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3.   Hasil  Musyawarah  Nagari  Insidentil  tentang  validasi,
finalisasi    dan    penetapan    data    Penerima    Bantuan
I.angsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 08
Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEnrmusHEN

Menetapkan          :    PERATURAN     WALI     NAGARI     SAMBUNGO     TENTANG
PENETAPAN  KELUARGA  PENERIMA  MANFAAT  BANTUAN
LANGSUNG     TUNAI     DANA     DESA     AKIBAT     DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wall Nagari  ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.   Kecamatan adalah Kecamatan silaut
3.   Nagari adalah Nagari Sambungo
4.   Pemerintah    Pusat   selanjutnya   disebut   Pemerintah    adalah    Presiden

Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan   Pemerintahan   negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.   Pemerintahan  Daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwaldlan
Rakyat  Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  menurut
asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-
luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945.

6.   Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nalna lain yang
selanjutnya  disebut  Nagari  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang
memiliki  batas  wilayah yang berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus
urusan  pemerintahan,   kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.



7.   Kewenangan   Nagari  adalah  kewenangan  yang  dimilild  Nagari  meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan
Pembangunan     Nagari,     Pembinaan     Kemasyarakatan     Nagari,     dan
Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Nagari.

8.   Pemerintahan  Nagari  adalah  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  dan
kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9.   Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan mama lain
dibantu   Perangkat   Desa   sebagai   unsur   penyelenggara   Pemerintahan
Na8ari.

10.   Badan  Pemiusyawaratan  Nagari  atau  yang  disebut  dengan  mama  lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

11.   Musyawarah    Nagari   atau   yang   disebut   dengan   mama   lain   adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari,  Pemerintah  Nagari,
dan      unsur      masyarakat      yang      diselenggarakan      oleh      Badan
Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12.   Rencana  Pembangunan  Jan8ha  Menengah  Nagari,  selanjutnya  disingkat
RPJM   Nagari,   adalah   Rencana   Kegiatan   Pembangunan   Nagari   untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

13.   Rencana   Kelja   Pemerintah   Nagari,   selanj.utnya   disingkat   RKP   Nagari,
adalah penjabaran dari RPJM Nagari untukjangka waktu 1 (satu) tahun.

14.   Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan   uang   serta   segala   sesuatu   berupa   uang   dan   barang   yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.

15.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APE Nagari,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

16.   Prioritas    Penggunaan    Dana    Desa    adalah    pilihan    keSatan    yang
didahulukan  dan  diutamakan  daripada  pilihan  kegiatan  lainnya  untuk
dibiayal dengan Dana Desa.

17.   Dana  Desa adalah  dana yang bersumber dari  anggaran pendapatan  dan
belanja  negara yang  diperuntukkan  bagi  Nagari  yang  ditransfer  melalui
anggaran    pendapatan    dan    belanja    Negara    dan    digunakan    untuk
membiayai      penyelenggaraan      Pemerintahan      Nagari,      pelaksanaan
pembangunan     Nagari,     pembinaan     kemasyarakatan     Nagari,     dan
pemberdayaan masyarakat Nagari.

18.   Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkalan  peristiwa  non  alam  yang  antara  lain  berupa  gagal  teknologi,
gagal modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19.   Pandemi   Corona   Virus   Disease   (COVID-19)   adalah   skala   penyebaran
penyakit  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  yang  teljadi  secara  global  di
seluruh dunia.



20.   Bantuan  langsung  Tunai  Nagari  yang  selanjutnya  disin8kat  BLT  Nagari
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di  Nagari  yang  bersumber  dari  Dana  desa  untuk  mengurangi  danipak
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan  Dana Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan
pemberdayaan   masyarakat   ditujukan   untuk  meningkatkan   kesejahteraan
masayarakat     nagari,      penin8katan     kualitas     hidup     manusia     serta
penanggulangan kemiskinan dan dituan8kan dalam rencana kelja Pemerintah
Nagari.

Pasal 3

(1)  Prioritas penggunaan  Dana Desa sebagaimana yang dimaksud  pada ayat
(2)  termasuk  kegiatan  dalam  ran8ka  penanggulangan  dampak  ekonomi
atas pandemic Corona Vinis Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019  (Covid-

19) dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Nagari.

(2)  Penanganan  dampak  pandemi  COVID-19   sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  dapat berupa BLT-Dana Deca kepada keluarga miskin  di  Nagari
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-
Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau
pekeljaan,  belum  terdata  menerima  FTogram  Keluarga  Harapan  (PKH),
Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT),   dan  kartu  pra  kelja,   serta  yang
mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(4)  Pendataan  calon  penerima  BIJT  dilakukan  oleh  relawan  nagari  dengan
mempertimbangkan   Data   Terpadu   Kesejahteraan   Sosial   (DTKS)   dari
Kementerian Sosial ;

(5)  Daftar  mama-mama  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Deca
Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wall
Nagari ini ;

(6)  Besaran BLT Dana Deca ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu
rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan
selana 3 (tiga) bulan;



Pasal 4

Peraturan Wall Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wall
Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sambungo

Ditetapkan di Silaut VI
pada tanggal 08 Mei  2020

WALI NAGARI SAMBUNGO,

::::d=g.S.o¥::tri.%£?ungo
SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO,

VAT

TAN

msAV

GARI SAMBUNGO TAHUN 2020 NOMOR 02



LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

PERATURAN WALI NAGARI SAMBUNGO
08 TAHUN 2020
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

DAF`TAR RELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT| DANA

DESA

No. NAMA L/P NIK ALAMAT PEKERJAAN KET

I i ` 5 .

1.
ADI SAMUDIN

L
13011007127cOOO1 Silaut VI Petani/Pekebun

2. GUS  FAJAR AHMAD RISKl L 1301100503920003 Silaut Vl Petani/Pekebun

3.
RIEF SYAIFUDDIN

L
1301102608930001 Silaut Vl iraswasta

4.
IMAM  SAROJI

L
1301101008650002 Silaut Vl Petani/Pekebun

5.
M. JAILANl

L
1301100603560001 Silaut Vl Petani/Pekebun

6.
MISINEM P

1301105503630002 Silaut Vl lbu Rumah Tangga

7.
MUHROTIN

L
3671090504850004 Silaut Vl Karyawan Swasta

8.
MUNFARED

L
1301150905850001 Silaut VI Petani/Pekebun

9.
MUSTOLEH

L
1301101405470001 Silaut Vl Petani/Pekebun

10.
NURAHMADSAFRIDAL

P
1301100107880057 Silaut Vl Petani/Pekebun

11.
PAIDI

1
1301100107640005 Silaut VI Petani/Pekebun

12.
SALDI  PARMAN

1
1301021604830001 Silaut Vl Petani/Pekebun

13.
SAMUT

L
1301100705610001 Silaut Vl Petani/Pekebun

14.
SATIMAN

L
1301100107540004 Silaut Vl Petani/Pekebun

15.
SLAMFT

L.
1301100107520009 Silaut Vl Petani/Pekebun

16.
SLAMFT

L
13011007127cOcO1 Silaut Vl Petani/Pekebun

17.
RI  ENDANG  RAHAYU P

1301100503920003 Silaut V' Ibu Rumah Tangga



44. SUWANTO L 1401075812960002 Tanjungsari        auruh Tani

45. UGIMIN L 1301101305800001 Tanjungsari        Petani/Pekebun

46. AS'YAH P 1502142008670002 Tanjungsari        Ibu Rumah Tangga

47. ULHAM  FAUZI AZIzl L 1301105006570001 Tanjung Sari Petani/Pekebun

48. AHMAD JUNAIDl L 1301104805700001 Sambungo Petani/Pekebun

49. RMAN SUPARMAN L 1807060707870004 Sambungo Karyawan Suwasta

50. BAHIRIN L 1301150606690001 Sambungo Petani/Pekebun

51.
BAINAL MAHDl L 1301104506570000 Sambungo Petani/Pekebun

52. Doll  ISWANDI L 1301100508620001 Sambungo Petani/Pekebun

53. DONRI  PAFRIZAL P 1301100508620001 Sambungo Petani/Pekebun

54. EDI  SUPRAYITNO P 1310031609840002 Sambungo Petani/Pekebun

55.
HARTONO L 1301101304740001 Sambungo Petani/Pekebun

56. HERU  SAPUTRA L 1803076408740002 Sambungo Petani/Pekebun

57. lDRIS L 1301101202000002 Sambungo Petani/Pekebun

58. llN  SUWANTO L 1301101605850003 Sambungo iraswasta

59. EFRIANTO L 1301030606870002 Sambungo Petani/Pekebun

0.
ERI  EFENDl L 1301100107800099 Sambungo Petani/Pekebun

1
ONl P 1301100401690001 Sambungo iraswasta

62. MURNIATl P 1706111206870001 Sambungo Petani/Pekebun

63. REMl P 1301030811710001 Sambungo Petani/Pekebun

64. RENO  EKO  PUTRA L 1301102312850001 Sambungo Petani/Pekebun

65 RIK0  MARLINTON L 1301101105810001 Sambungo Petani/Pekebun

66. AMSULBAHRl L 1301101403890002 Sambungo Petani/Pekebun

67. AWONO NOWARDl L' 1301100107820120 Sambungo Petani/Pekebun

8. UNANDAR L 1703140409842001 Sambungo Petani/Pekebun

69. SURAN 1 1301100305910002 Sambungo Petani/Pekebun



18.
UCI  HARYANl P

1301102608930001 Silaut Vl Ibu Rumah Tangga

19.
SUMARYO EFENDl

L
1301101008650002 Silaut VI Petani/Pekebun

20. SUPARDl
L

1301100603560001 Silaut Vl Petani/Pekebun

21.
URATMAN

L
1301105503630002 Silaut Vl Petani/Pekebun

22. SURATNO L 671090504850004 Silaut Vl Petani/Pekebun

23. WAGIMIN L 1301150905850001 Silaut Vl Petani/Pekebun

24. lNAL L 1301101405470001 Silaut Vl Sopir

25. N  HARIYANTO L 1301100107880057 SILAUTvl Petani/Pekebun

26. ADI SUPRIYANTO L 1301100107640005 Tanjung Sari Petani/Pekebun

27. DMIN P 1301021604830001 Tanjung Sari Petani/Pekebun

28. GUS ZULAIDl L 1301100705610001 Tanjung sari ani

29. ARI  KURNIAWAN L 1301100107540004 Tanjung Sari Peda8an8

30. RI  AL ROSID 1 1301100107520009 Tanjung sari Petani/Pekebun

31.
DIDIK SFTIAWAN L 1301100712700001 Tanjungsari Petani/Pekebun

32. EDI  PURWANTO L 1301100503920003 Tanjung Sari Petani/Pekebun

33. ERVAN  SUPRIADl P 1301102608930001 Tanjung Sari Petani/Pekebun

34. IMAM SANUsl P 1301101008650002 Tanjung sari Petani/Pekebun

35. OKO  UNTUNG L 1301100603560001 Tanjung Sari Petani/Pekebun

36 KISMANTO L 1301105503630002 Tanjung Sari Petani/Pekebun

37. MISRIANl P 3671090504850004 Tanjung sari Petani/Pekebun

38. MISTAARIBAH P 1301150905850001 Tanjung sari lbu Rumah Tangga

39. MUHAMMAD SYIRBINl L 1301101405470001 Tanjung Sari Petani/Pekebun

40. PAIREN L 1301100107880057 Tanjung sari Petani/Pekebun

41.
PARSIYEM P' 1301100207840cO6 Tanjung sari lbu Rumah Tangga

42. RMDl L 1301100608960002 Tanjung Sari Petani/Pekebun

43. SUBUR L 1301100305860002 Tanjung Sari Petani/Pekebun



I 70. AIIEM P 1301110302970002 Sambungo lbu Rumah Tangga

71.
NDI  RIAN SUSANTO L 1301100203980cO2 Sambungo Petani/Pekebun

72.
BDUL MUTOLEB L 1101080810870001 Silaut Vl Petani/Pekebun

73.
SIRI| L

130101017760114 Sambungo Petani/Pekebun

74. MARKIFNl L 1301100101550001 Sambungo Petani/Pekebun

75.
BAYU JUSANDRA L 1301111406880002 Sambungo Petani/Pekebun

76.
KATMAN L 1301100706470002 Tanjung Sari Petani/Pekebun

Ditetapkan di          :  Slaut vI

Pada tanggal           :  08 Mei  2020

WALI  NAGARI SAMBUNGO


